A. Simpulan

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pidana

terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

dalam Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, maka dapat ditarik beberapa

simpulan sebagai berikut:

1.

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BOS
dalam putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis
hakim telah menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana
tambahan berupa uang pengganti sebagai bentuk pertanggungjawaban
pidana atas perbuatan terdakwa yang terbukti menyalahgunakan
kewenangan dan merugikan keuangan negara.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah
memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis
didasarkan pada alat bukti yang sah, pemenuhan unsur tindak pidana,
serta ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pertimbangan non-
yuridis meliputi dampak perbuatan terdakwa terhadap dunia
pendidikan, kerugian negara yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan
untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat

terhadap pengelolaan dana pendidikan.
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B. Saran
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Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai

berikut:

1.

Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Majelis Hakim
diharapkan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, khususnya
yang berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan seperti dana BOS,
lebih menitikberatkan pada aspek pemulihan kerugian keuangan negara
melalui optimalisasi penerapan pidana tambahan berupa pembayaran
uang pengganti yang disertai pengawasan pelaksanaannya secara
efektif. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim perlu
mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa terhadap
hak peserta didik atas layanan pendidikan yang layak, sehingga putusan
yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu
memberikan efek jera serta perlindungan terhadap kepentingan publik.
Pertimbangan hukum yang digunakan juga diharapkan bersifat
progresif dan berkeadilan dengan mengaitkan putusan pada nilai
keadilan substantif serta tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagai kejahatan luar biasa, agar putusan memiliki legitimasi yang kuat
di mata masyarakat. Di samping itu, diperlukan koordinasi yang lebih
intensif antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas internal
pemerintah dalam menindaklanjuti pelaksanaan putusan, khususnya
terkait pidana tambahan dan upaya pencegahan agar tindak pidana

serupa tidak terulang kembali di sektor pendidikan.
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2. Bagi pemerintah dan instansi pendidikan, perlu dilakukan penguatan
sistem pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan
dana BOS, baik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas,
maupun pelibatan komite sekolah dan masyarakat. Hal ini penting untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan dana BOS di masa mendatang.

3. Bagi pihak sekolah dan tenaga pendidik, diharapkan memiliki
kesadaran hukum dan integritas yang tinggi dalam mengelola dana BOS
sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, sehingga tujuan program
BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat tercapai secara

optimal.
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